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negeri dan swasta, pimpinan
perbankan/BUMN/BUMD,  asosiasi  profesi,
organisasi kemasyarakatan, organisasi
kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan
seluruh hadirin hadirat, para undangan yang saya
muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon
maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT seraya
mengucapkan nlll &, & & Shalawat dan Salam

kepada Rasulullah SAW seraya mengucapkan lo (.@,U\
Z b JT oy & boe .

Para hadirin yang dimuliakan.

Di atas mimbar mulia ini, Saya memohon ijin untuk
membacakan pidato dan orasi ilmiah pengukuhan Guru
Besar (Profesor) dalam keilmuan Metodologi Hukum
Islam dengan judul Ushul Figh: Menginspirasi atau
Diinspirasi?

A. Pendahuluan

Ushul figh dalam pengertian yang mudah
dipahami adalah kaidah-kaidah, metode-metode atau
teori-teori  yang digunakan untuk  mengkaji,
menganalisis dan menetapkan status hukum suatu
persoalan®. Pengertian ini merupakan simpulan dari
beberapa pengertian ushul ushul figh yang

! Abdul Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam:
Ushul Figh Praktis (1) (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar,
2023), 1, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/.
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dikemukakan dari banyak referensi ushul figh baik
yang berbahasa Arab? atau pun berbahasa Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami
bahwa ushul figh adalah ilmu teoretis sekaligus praktis
atau disebut ilmu teoretis praktis. Disebut demikian
karena ushul figh berperan sebagai metodologi dan
sekaligus sebagai ilmu terapan yang digunakan untuk
menganalisis dan menetapkan status hukum suatu
persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan
fungsi ushul sangat penting bahkan menentukan
kemajuan hukum Islam.

Namun sepertinya sedikit masyarakat muslim
menyadari kedudukan dan peran ushul figh ini.
Akibatnya ushul figh pun dipandang seperti ilmu
pendukung dan bukan sebagai ilmu utama. Misalnya
dalam kurikulum PTKIN, penempatan ushul figh
terkadang berbeda, ada yang di semester | ada juga di
semester 11l dan IV. Begitu juga penamaan ilmu ini
ada yang menyebutnya ushul figh | dan 1l, ada juga
tidak menambah embel-embel lain sehingga hanya
disebut ushul figh begitu saja, bahkan ada yang
menggabungkannya dengan ilmu yang lain seperti figh
dan ushul figh.

Permasalahan lainnya bahwa ushul figh
berbahasa Arab sehingga menjadi problem tersendiri
bagi penstudi. Kendatipun terdapat terjemahan atau
buku-buku ushul figh yang ditulis dengan bahasa

2 Seperti “ Wil (e due 8l HSAY) Ll M ey Jea gy 2o &
Lleasl” |ihat Al Hasballah, Usul At-Tasyri’ A/-Islami (Kairo:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 3; ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘7im
Usul Al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 12. yaitu * 4= se3a
Leilal (e Aglead) doe il ASAY) Balita) ) Lo diasty ) Gisally ac) gl
N
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Indonesia, tetapi tetap saja mengandung problem
seperti kurang jelasnya redaksi bahasa yang digunakan.

Perlakuan dan permasalahan di atas sepertinya
berpotensi berkurangnya minat untuk mempelajari
ushul figh. Bahkan ada yang bertanya, “apa sich ushul
figh?”, “ilmu apa’an dia?”. Ada juga yang sepertinya
memandang ushul figh adalah ilmu kolot atau ushul
figh hanya untuk orang yang bersarung. Bahkan ada
yang menyatakan “ngapain belajar ushul figh, mau
diapain al-Qur’an dan hadis itu?” atau “apakah Islam
kurang lengkap, sehingga harus belajar ushul figh?”.

Itulah beberapa permasalahan terkait ushul
figh. Untungnya belum ditemukan ada orang
menyatakan “belajar ushul figh adalah bid‘ah karena
tidak pernah diajarkan Nabi”. Padahal jika dipelajari
dengan baik, sepanjang yang saya ketahui ushul figh
adalah ilmu yang sangat penting, bukan ilmu kolot atau
hanya dipelajari oleh orang yang memakai sarung alias
kalangan tradisional, tetapi dipelajari juga oleh semua
orang karena ushul figh adalah kebutuhan setiap orang,
termasuk orang-orang berdasi. Alasannya karena
hukum Islam lahir dari ushul figh dan ushul figh lah
yang memproduksi hukum Islam. Oleh karena itu
hukum Islam tidak dapat dipelajari dengan baik tanpa
ushul figh.

Bahkan tidak hanya seperti yang digambarkan
di atas, di sini saya berasumsi bahwa ushul figh
berkontribusi positif terhadap perkembangan keilmuan
lainnya. Dalam redaksi lain bahwa ushul figh adalah
salah satu ilmu yang menginspirasi perkembangan
teori-teori keilmuan lainnya. Apakah benar ushul figh
menginspirasi?. Jawabannya dapat dilihat dalam
bahasan berikut ini.



B. Ushul Figh: Antara Menginspirasi dan
Diinspirasi
Pada bahasan ini saya mempertemukan toeri-
teori ushul figh dengan keilmuan lainnya untuk melihat
keterkaitan makna, teknik penggunaanya dan sekilas
sejarah masing-masing. Dari kajian ini dapat diketahui
siapa yang menginspirasi dan siapa yang diinspirasi.

1. Konsensus dan al-ljma®

Kata konsensus berasal dari bahasa Latin
“consensus”. Populer digunakan sejak pertengahan
abad ke- 17 Masehi®. Konsensus adalah kesepakatan,
permufakatan bersama atau kebulatan suara terkait
pendapat dan lainnya®.

Dalam ushul figh terdapat satu kaidah, metode
atau teori yaitu al-ljma*. Al-ljma‘ adalah kesepakatan
umat Nabi Muhammad SAW dalam urusan-urusan
agama® atau kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi
Muhammad SAW setelah wafatnya di suatu masa
tertentu tentang berbagai persoalan®. Arti lainnya

® Maria. Patrao Neves, ‘Consensus’, Encyclopedia of
Global Bioethics, 2015, https://doi.org/10.1007/978-3-319-05544-
2.

* TIM, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, Indonesia:
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 748.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn
Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘/lm Al-Usul (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Timiyah, 2000), 137.

® Muhammad ibn ‘Al ibn Muhammad Asy-Syaukari,
Irsyad Al-Fuhul lla Tahgiq Al-Hagq Min ‘Ilm Al-Usul (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.), 109.
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bahwa al-ijma“ adalah kesepakatan para ulama di suatu
masa tentang persoalan agama’.

Jelasnya al-ijma“ adalah kaidah, metode atau
teori yang digunakan untuk mencapai suatu
kesepakatan dalam bidang hukum Islam. Orang-orang
yang terlibat di dalam proses ini adalah para mujtahid
atau ulama di dunia Islam baik secara keseluruhan atau
sebagian. Pencapaian kesepakatan ini baru diadakan
setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu
masa tertentu dan yang disepakati berkaitan dengan
suatu persoalan agama, salah satunya terkait dengan
hukum Islam. Al-ijma“® akan terjadi apabila
terkumpulnya para mujtahid di suatu waktu dan
mereka secara keseluruhan menyepakati hukum suatu
persoalan setelah masing-masing mengemukakan
pendapatnya atau memperlihatkan sikapnya secara
jelas. Model seperti ini disebut al-ijma“ as-sarih.
Kendatipun tidak semua menyepakati tetap disebut
ijma* yang disebut al-ijma* as-sukuti. Kedudukannya
di bawah al-ijma“ as-sarih.

Jika konsensus dan al-ijma“ ini disandingkan
sepertinya keduanya memiliki persamaan makna.
Terlepas dari sengaja atau tidak, terjadinya kesamaan
ini sepertinya ada yang memberi inspirasi sehingga ada
yang menyerap di antara keduanya. Mana yang lebih
dahulu?, sepertinya al-ijma“ yang lebih dahulu karena
Islam lahir tahun 622 Masehi, sementara Kkata
konsensus digunakan baru pada abad 17 M.

Di samping itu al-ijma“ dapat berdiri secara
mandiri walaupun tanpa ada kata konsensus dalam

" “Imad AL Jum’ah, Usul Al-Figh Al-Muyassar
(‘YYordania: Dar an-Nafa’is, 2008), 60.
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menetapkan hukum. Kendatipun demikian, al-ijma
lebih memasyarakat jika dimaknai sebagai konsensus
karena kata konsensus sepertinya lebih populer
digunakan masyarakat.

2. Analogi dan al-Qiyas

Kata analogi dari kata “ana” dan “logos” yang
berasal dari Yunani. Dalam bahasa Latin analogi
disebut “analogia” yang digunakan sejak tahun 1220
M. Analogi itu sendiri adalah metode untuk
menyelesaikan keraguan tentang bentuk sebuah kata
dengan cara mengaitkannya dengan kasus yang serupa
dan lebih pasti® atau disebut juga mencari kemiripan
suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain®.

Oleh karena itu analogi diartikan persamaan
atau persesuaian antara dua benda atau hal yang
berlainan, serupa, sama; sifat memilih persamaan
dalam bentuk, susunan, atau fungsi tetapi berlainan
asal-usulnya sehingga adanya organ analogi yang tidak
menunjukkan hubungan kekerabatan antara jenis-jenis
makhluk hidup yang memilikinya™.

Dalam ushul figh terdapat satu kaidah, metode
atau teori yaitu al-giyas. Al-giyas secara etimologi
adalah  “ukuran, mengetahui  ukuran  sesuatu,
membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan

8

https://plato.stanford.edu/archlves/win2018/entries/analogy-
medieval/

® Douglas Walton, ‘Story Similarity in Arguments from
Analogy’, Informal Logic 32, no. 2 (2012): 190,
https://doi.org/10.22329/il.v32i2.3159.

9 TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 61.
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yang lain”**. Al-giyas secara terminologi adalah

“memberlakukan hukum asal kepada hukum furu®
disebabkan adanya kesamaan ‘i/lah yang tidak dapat
dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa”*?.
Pengertian lainnya “menyamakan ‘i/lah yang ada pada
furu* dengan ‘illah yang ada pada asl yang
diistinbatkan dari hukum asl”*® atau “menyatukan
sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas
dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas
disebabkan kesatuan ‘i/lah hukum antara keduanya”*.

Kesimpulannya al-giyas adalah menyamakan
status hukum suatu persoalan yang tidak diatur dalam
al-Qur’an dan Hadis kepada status hukum suatu
persoalan yang sudah diatur oleh al-Qur’an dan Hadis
disebabkan adanya persamaan ‘llah. Bahasa lainnya
al-giyas adalah suatu persoalan yang tidak diatur
dalam nas, disamakan hukumnya dengan suatu
persoalan yang sudah diatur oleh nas karena adanya
persamaan ‘illah.

Rukun al-giyas ada empat yaitu al-asl, al-furu®,
al-‘illah dan hukm al-asl®™. Al-asl adalah suatu
persoalan yang sudah diatur dalam nas. Al-furu adalah
suatu persoalan yang tidak diatur dalam nas. Al-‘illah

' saif ad-Din Abi al-Hasan ‘Afli ibn Abi ‘Afi ibn
Muhammad Al-Amidi, Al-lhkam Fi Usul Al-Ahkam, vol. 2
(Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 124.

12 “Ubaidullah ibn Mas‘ud al-Bukhari Sadr Asy-Syari‘ah,
At-Tangih Fi Al-Usul Al-Figh, vol. Il (Mekkah, Saudi Arabia:
Maktabah al-Baz, n.d.), 52.

3 Al-Amidi, Al-lhkam Fi Usul Al-Ahkam, 2:130.

Y Wahbah Az-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, vol. 1
(Damaskus, Suriyah: Dar al-Fikr, 2001), 603.

> Al-Amidi, Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam, 2:130.
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adalah suatu sifat atau motif yang menjadi tanda
adanya hukum dan hukm al-asl adalah status hukum
yang terdapat pada al-asl *°.

Contoh  penggunaan  al-giyas  misalnya
minuman keras, narkoba, narkotika atau oplosan
lainnya adalah haram karena digiyaskan dengan
haramnya khamar. Khamar yang termuat dalam al-
Qur’an, 5: 90-91 berkedudukan sebagai al-asl,
sementara minuman keras dan lainnya itu adalah
persoalan baru disebut al-furu®. Adapun adanya zat
yang memabukkan disebut al- ‘illah karena zat tersebut
merupakan sifat atau motif timbulnya status hukum
haram terhadap khamar dan minuman keras. Hukum
haramnya khamar dan minuman Kkeras itu menjadi
bahasan hukm al-asl.

Jika makna analogi dan al-giyas dipertemukan
tampaknya memiliki kesamaan makna. Siapa yang
menginspirasi dan siapa yang diinspirasi?. Jawabannya
al-giyas yang memberikan inspirasi karena “analogia”
populer tahun 1220 M, sementara peradaban Islam
dimulai tahun 622 M. Oleh karena itu maka al-giyas
yang memberikan inspirasi.

Al-giyas  secara  substansi  dipraktikkan
Rasulullah secara langsung. Ketika itu Rasulullah
menjawab pertanyaan Umar yang mencium istrinya di
siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah menjawab
dengan menyatakan puasa Umar tidak batal karena
mencium istri di siang hari bulan Ramadhan
disamakan hukumnya dengan orang yang berkumur-

'® Taj ad-din Abd al-Wahhab ibn *AR As-SubKi, Jam 'u
Al-Jawami’ Fi Usul Al-Figh (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-
‘Tlmiyah, 2003), 84.
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kumur sewaktu berpuasa’’. Rasulullah tampaknya
menggunakan al-giyas walaupun pada waktu itu teori
ini masih belum dinamakan al-giyas. Kendatipun
demikian secara meyakinkan tetap saja al-giyas lebih
dahulu daripada analogi.

Terlepas mana yang lebih dahulu, yang jelas
baik analogi atau al-giyas sama-sama bermakna
sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu tanpa
menyertakan kata analogi pun sebenarnya al-giyas
dapat menetapkan status hukum suatu persoalan.
Asalkan persoalan tersebut relevan dengan al-giyas.
Artinya al-giyas dapat berdiri sendiri, tanpa bersinergi
dengan teori yang lain pun termasuk dengan kata
analogi, al-giyas dapat menetapkan status hukum suatu
persoalan. Namun demikian al-giyas sebenarnya perlu
juga membuka diri jika suatu ketika disebut sebagai
analogi karena keduanya sama-sama memiliki maksud
dan arti yang sama. Di samping bertambahnya
kekuatan jika bersinergi, juga berpotensi melakukan
perluasan al-giyas sehingga ia pun dapat mencakup
beragam persoalan hukum.

3. Asas Manfaat dengan al-Istihsan, al-Maslahah
dan Magasid asy-Syari‘ah

Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu “ussY)

- al-asas” yang berarti pangkal, dasar, asal'®, fondasi

" Abd Daud Sulaiman ibn al-Asy’as As-Sajtani, Sunan
Abi Daud (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 445.

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir
Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya, Indonesia: Pustaka
Progressif, 1997), 24.
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yang dibangun atau didirikan sesuatu di atasnya'®.
Kata manfaat juga berasal dari bahasa Arab vyaitu
“Axiiall - al-manfa‘ah” yang bermakna setiap yang
mendatangkan manfaat. Timbangan kata al-manfa ‘ah
adalah “l=& a8y 28" yang berarti memberikan faedah
dan menyampaikannya kepada kebaikan®. Dalam
bahasa Indonesia kata manfaat adalah “guna, faedah,
laba, untung dan lawan mudarat dan rugi”**. Berarti
untung melahirkan kemaslahatan sementara rugi
menimbulkan kemudaratan.

Jika asas manfaat ini dihubungkan dengan
kaidah, metode atau teori ushul figh maka ditemukan
beberapa teori yang relevan dengan asas manfaat
tersebut. Teori-teori yang dimaksud seperti al-istihsan,
al-maslahah dan maqasid asy-syari ‘ah.

a. Al-lstihsan

Al-istihsan secara etimologi adalah “mencari
yang paling baik untuk diikuti (diterapkan) karena
pada dasarnya diperintahkan untuk mencari yang
paling baik itu”.?? Arti berikutnya yaitu “meninggalkan
keharusan melakukan al-giyas untuk melakukan al-

giyas lain yang lebih kuat dari al-giyas sebelumnya”?.

Y Syauqi Daif, Al-Mu’jam Al-Wasit (Kairo, Mesir:
Maktabah al-Syurug ad-Dauliyah, 2004), 17.

0 Daif, 942.

2L TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 912.

22 Ab Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal As-
Sarakhsi, Usul As-Sarakhsi, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyah, 1993), 200.

 Husain Muhammad Mallah, Al-Fatwa: Nasy atuha Wa
Tatawwuruha— Usuluha Wa Tatbigatuha, vol. 2 (Beirut, Lebanon:
Maktabah al-’ Asriyah, 2001), 469.
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Dalam mazhab Hanafi al-giyas yang ditinggalkan itu
adalah al-giyas al-jali (nyata) sementara al-giyas lain
tersebut adalah al-giyas al-khafi (samar-samar) yakni
al-istihsan. Ditinggalkannya al-giyas al-jali ini karena
pengaruhnya terhadap hukum sangat lemah bahkan
membawa kepada kemudaratan, sementara ada al-
giyas lain yakni al-giyas al-khafi (al-istihsan) memiliki
pengaruh kuat terhadap hukum yang dapat membawa
kepada kebaikan.

Dalam mazhab Maliki al-istihnsan adalah
mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat®* atau
memberlakukan kemaslahatan juz'i (spesifik) ketika
berhadapan dengan ketentuan umum. Berdasarkan
pengertian ini mazhab Maliki juga meninggalkan al-
giyas karena bertentangan dengan al- ‘urf yang telah
dikenal luas masyarakat Madinah waktu itu. Mazhab
Maliki juga meninggalkan al-giyas karena adanya
kemaslahatan yang lebih kuat atau juga karena dapat
membawa kepada kesulitan dan kesusahan®®. Dalam
mazhab Hanbali al-istihsan diartikan meninggalkan
suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain
yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya®.
Meninggalkan atau berpalingnya dari satu hukum
kepada hukum yang lebih kuat tentunya adalah untuk
memelihara atau mendatangkan kemaslahatan dan

# \Wahbah Az-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, vol. Il
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 738.

% Mallah, Al-Fatwa: Nasy’atuha Wa Tatawwuruha—
Usuluha Wa Tatbigatuha, 2:472.

% < Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, Raudah An-Nazir
Wa Jannah Al-Manazir Fi Usul Al-Figh ‘ala MaZhab Al-Imam
Ahmad Ibn Hanbal, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Mu’assasah al-
Rayyan, 1998), 473.
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menolak kemudaratan kepada seluruh masyarakat
muslim?’,

Dapat disimpulkan bahwa al-istihsan memiliki
dua makna, pertama lebih mendahulukan al-giyas al-
khafi (samar-samar) daripada melaksanakan al-giyas
al-jali (nyata) karena adanya dalil yang mendukung
untuk  melakukan al-giyas al-khafi.  Kedua,
Memberlakukan hukum juz’i (spesifik) daripada
melaksanakan hukum  kulli  (ketentuan umum)
disebabkan adanya dalil khusus yang mendukung
pelaksanaan hukum hukum juz'i tersebut. Kedua
makna ini kemudian dapat disatukan menjadi
“menguatkan (tarjih) suatu dalil atas dalil lain yang
berlawanan”. Hal yang terpenting dalam al-istihsan
adalah tercapainya substansi, spirit atau pesan terdalam
dari suatu ketentuan (ruh al-hukm)®.

Imam Syafi‘i sendiri tidak menyebutkan al-
istihsan sebagai salah satu teori, dalil atau metode di
dalam mazhabnya, bahkan ada yang menyatakan
bahwa Imam Syafi‘i memiliki pernyataan populer
“man istihsana faqad syara‘a” yaitu siapa yang ber-
istihsan maka ia telah membuat agama. Hal yang harus
dipahami bahwa dengan pernyataan ini bukan berarti
Imam Syafi‘i menolak al-istihsan secara mutlak. la
hanya memperketat penggunaan al-istihsan agar tidak
digunakan untuk kepentingan individu, kesenangan
dan hawa nafsu serta menetapkan hukum tidak

27 Az-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2001, 11:740.

% A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah
Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang
Praktis (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group,
2007), 161, 166.
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berdasarkan dalil yang kuat dan penelitian serius®.
Beberapa dari kalangan ulama menilai Imam Syafi‘i
sebenarnya menggunakan al-istihsan. Hal ini dapat
dilihat bahwa beberapa kali Imam  Syafi‘i
menggunakan kata al-istihsan secara langsung dalam
menjawab persoalan hukum Islam*® atau menggunakan
kata lain yaitu “astahibbu Zalik” yang menurut as-

Sarakhsi tidak ada bedanya dengan “astahsinu™.

b. Al-Maglahah

Teori berikutnya adalah al-maslahah vyaitu
“kebaikan” atau ‘“kebalikan dari kerusakan”32, atau
juga “sesuatu yang bermanfaat™®. Di samping disebut
sebagai sesuatu yang bermanfaat atau mengandung
manfaat, al-maslahah disebut juga sebagai sesuatu
yang menolak kemudaratan dan dengan penolakan ini
manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai®*. Dapat
dipahami bahwa al-magslahah adalah langkah-langkah
yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan

% Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul
Figh Praktis (1), 94.

% Al-Bannani, Hasyiyah Al-‘dllamah Al-Bannani ‘ala
Syarh Al-Jalal Syams Ad-Din Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli
‘ala Matn Jam* Al-Jawami‘ (Semarang, Indonesia: Toha Putra,
n.d.), 345.

3 As-Sarakhsi, Usul As-Sarakhsi, 2:201.

% lbn Manzir, Lisan Al-’Arab (Kairo: Dar al-Ma’arif,
n.d.), 2479.

¥ Muhammad Sagd Ramadan Al-Bufi, Dawabit Al-
Maslahah Fi Asy-Syari‘ah Al-Islamiyah (Beirut, Lebanon:
Mu’assasah ar-Risalah, 2001), 27.

# Fakhr ad-Din Muhammad ibn ‘Umar ibn al-Husain Ar-
Razi, Al-Mahsul Fi ‘Tlm Al-Usul Al-Figh, vol. V (Mu’assasah ar-
Risalah, n.d.), 157-58.
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atau untuk menghindari bahkan menghilangkan
kemudaratan.

Pencapaian kemaslahatan dan penghindaran
kemudaratan dikerucutkan oleh para ulama dalam
rangka  memelihara ~ maksud-maksud  syarak.
Pemeliharaan ~ maksud-maksud  syarak tersebut
bentuknya berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa,
keturunan dan harta. Setiap kegiatan yang terkandung
di dalamnya untuk memelihara kelima hal itu maka
itulah disebut al-maslahah tetapi jika sebaliknya, ia
termasuk al-mafsadah®. Para ulama ushul figh juga
membagi al-maslahah ke dalam beberapa bagian yang
dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi
keberadaannya sebagai teori, dalil atau metode, al-
maslahah terbagi kepada al-maslahah al-mu ‘tabarah
(kemaslahatan yang didukung syarak), al-maslahah al-
mulghah (kemaslahatan yang bertentangan dengan
syarak) dan al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan
yang didukung atau ditolak secara implisit oleh
syarak)®.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan
kemaslahatan, para ulama ushul figh membagi al-
maslahah ke dalam tiga bagian yaitu al-maslahah ad-
daruriyah (kebutuhan primer yang jika tidak terpenuhi
dapat mengakibatkan cacat atau hilangnya nyawa
seseorang), al-maslahah al-hajiyah  (kebutuhan
sekunder yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan
kesulitan) dan al-maslahah at-tahsiniyah (kebutuhan

¥ Abd Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn
Muhammad Al-Gazali, Al-Mustasfa Fi ‘llm Al-Usul (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 2000), 174.

% Al-Gazali, 173-74.
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tersier sebagai kebutuhan penyempurna yang jika tidak
terpenuhi  hanya berakibat tidak lengkap saja
kebutuhan tersebut). Ketiga macam kemaslahatan yang
dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya ini
sebenarnya juga merupakan bahasan dari kajian
magasid asy-syari ‘ah.

Dalam mengkaji suatu persoalan hukum
berdasarkan al-maglahah, para ulama usul figh
menentukan beberapa syarat yaitu kemaslahatan suatu
persoalan termasuk primer (daruriyah),
kemaslahatannya dapat dipastikan ada (gat‘T) bukan
khayalan atau prediksi, kemaslahatannya dapat
diterima akal sehat (ma‘qul), kemaslahatannya
universal atau menyeluruh (kuli) ke setiap lapisan
masyarakat dan tidak bertentangan (mesti sejalan)
dengan hukum yang telah ditetapkan nas dan al-ijma®’

c. Maqasid asy-Syari‘ah

Teori yang ketiga adalah magasid asy-syari‘ah
yang memiliki makna tujuan, target atau hasil akhir
dari ditetapkannya sebuah hukum. Hasil akhir yang
dimaksud tentu adalah berupa kemaslahatan hakiki
untuk kehidupan manusia®. Pengertian lainnya
maqgasid asy-syari‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia
bahkan nilai atau norma serta makna-makna
ditetapkannya sebuah hukum®.

¥ Khallaf, ‘Iim Usul Al-Figh, 85; Mallah, Al-Fatwa:
Nasy’atuha Wa Tatawwuruha— Usuluha Wa Tatbigatuha, 2:494.

® Ar-Raisuni, Al-Fikr Al-Magasidi Qawa’iduhu Wa
Fawa iduhu, 13.

¥ *Umar bin Salih bin *Umar, ‘Magasid Asy-Syari’ah
’inda Al-Imam Al-"1zz Ibn *Abd as-Salam’ (Yordania: Dar an-
Nafa’is, 2003), 88.
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Penulis sendiri lebih cenderung mengartikan
magasid asy-syari‘ah adalah memahami alasan dan
tujuan ditetapkannya hukum. Sederhana, mudah
diingat dan memiliki argumentasi tersendiri yang akan
dijelaskan pada kesempatan lain.

Magasid asy-syari‘ah dapat dilihat dari
beberapa segi*. Jika dilihat dari tujuan atau kehendak,
magasid asy-syari ‘ah terbagi kepada dua macam yaitu
maqasid asy-syari - dan magasid al-mukallaf*’. Dilihat
dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum
magasid  asy-syari‘ah terbagi kepada tiga yaitu
kebutuhan ad-daruriyah, kebutuhan al-hajiyah dan
kebutuhan at-tahsiniyah sebagaimana yang disinggung
sebelumnya®. Ada lima hal wajib yang termasuk
dalam kebutuhan ad-daruriyah dan mesti dipelihara
semaksimalmungkin. Jika salah satu darinya ada yang
terabaikan maka dapat berakibat pada cacat atau
hilangnya nyawa seseorang. Kelima hal yang harus
dijaga itu adalah memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta®. Selanjutnya dilihat dari
cakupannya, maqasid asy-syari‘ah terbagi kepada tiga
yaitu magasid al- ‘ammah, magasid al-khashshah dan
maqgasid  al-juz’iyah® Dilihat dari kekuatannya
magashid asy-syari‘ah terbagi kepada tiga yaitu al-

%0 |_ebih rincinya dapat dilihat dalam Helim, Magasid Al-
Shari’ah versus Usul Al-Figh (Konsep Dan Posisinya Dalam
Metodologi Hukum Islam).

*1 Abi Ishaq Ibrahim ibn Misa al-Gharnafi Asy-Syatibi,
Al-Muwafagat Fi Usul Asy-Syari’ah (Beirut, Lebanon: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyah, 2004), 219.

2 Asy-Syatibi, 221.

* Asy-Syatibi, 221-22.

* Al-Khadimi, Al-ljtihad Al-Maqasidi, 54.
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magasid al-gat ‘iyah, al-maqgasid az-zanniyah dan al-
magasid al-wahmiyah®.

Jika ketiga teori ini dipertemukan dengan asas
manfaat maka sepertinya teori-teori ini memiliki
makna yang sama dengan asas manfaat. Semuanya
berbicara tentang kemaslahatan dan dalam kajian ushul
figh kemaslahatan ini termasuk salah satu teori, dalil,
kaidah atau metode untuk menentukan adanya hukum.
Tolak ukur yang disebut memiliki nilai kemaslahatan
sehingga sesuatu itu boleh dalam pandangan beberapa
teori ini adalah adanya kemaslahatan itu sendiri.
Begitu juga sebaliknya tolak ukur untuk menentukan
tidak bolehnya sesuatu itu dipastikan dilihat adanya
kemudaratan.

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan
dan kemudaratan maka yang didahulukan adalah
kemudaratan. Jika pertentangan tersebut terjadi antar
kemudaratan maka yang dipilih adalah kemudaratan
yang memiliki dampak yang lebih kecil. Beginilah
logika penetapan hukum yang dilihat dari teori-teori
al-istinsan, al-maslahah dan maqasid asy-syari‘ah
yang kajiannya didukung melalui kaidah-kaidah figh
yang populer*. Hal yang sama juga dengan asas
manfaat, ditemukan  beberapa  kajian  yang
menggunakan asas manfaat sebagai alat untuk
menganalisis  persoalan-persoalan yang beragam.

%> Abd. al-Majid An-Najjar, ‘Magasid Asy-Syari’ah Bi
Ab’ad Jadidah’ (Beiru: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), 38,
https://archive.org/details/mqgasid_jadidah/page/n1.

*® Lihat beberapa kaidah figh yang membahas tentang
kemaslahatan dan kemudaratan di dalam buku ini. Abdul Helim,
Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi
(‘Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2024).
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Misalnya di bidang ekonomi Islam*’, hukum pidana®*®,
vaksin®® dan lainnya.

Ketika ditanya mana yang lebih awal antara
asas manfaat dengan teori al-istihsan, al-maslahah dan
magqasid asy-syari‘ah hampir dipastikan lebih awal
tiga teori terakhir. Kata asas dan manfaat itu saja
berasal dari bahasa Arab sehingga rumit jika teori asas
manfaat yang lebih awal.

Mestinya para penstudi atau peneliti cukup
menggunakan salah satu dari tiga teori yang disebutkan
dan tanpa menggunakan teori asas manfaat sudah dapat
mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum. Namun
sayangnya tidak banyak yang menyadari hal ini dan
bahkan sangat memungkinkan ada juga Yyang
memahami bahwa asas manfaat adalah teori yang lebih
awal dan murni dipopulerkan ahli secara independen.
Tentu pemahaman seperti ini perlu diluruskan karena
ushul figh secara umum telah ada bahkan secara
aplikatif, ushul figh sudah ada sejak masa Rasulullah
SAW. Inilah pentingnya memahami eksistensi ushul
figh dalam lintasan sejarah yang tidak hanya
berkompetensi menjadi sebuah ilmu tetapi juga dapat

*" Efrita Norman, ‘Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah)
Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Dan Asas Manfaat’, Al-Kharaj:
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 2, no. 2 (2020),
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113.

* Noercholis Rafid. A, ‘Asas Manfaat Sanksi Pidana
Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional’, Al-Syakshiyyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 1, no. 2 (2019).

* Riska Agustina et al., ‘Kebijakan Wajib Vaksinansi
Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan
Hak Asasi Manusia’, Indonesia Law Reform Journal 1, no. 3
(2021), https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244.
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diandalkan untuk menganalisis persoalan hukum
Islam.

4. Sosial, Budaya, Perubahan Hukum dan al-‘Urf

Kata sosial diambil dari bahasa Latin “socius”,
artinya teman atau masyarakat. Kata sosial terfokus
pada interaksi dan struktur dalam masyarakat, seperti
hubungan antar individu dan kelompok. Contohnya
interaksi sosial, norma sosial, stratifikasi sosial, dan
institusi  sosial seperti keluarga, sekolah, atau
pemerintahan. Kata budaya berasal dari bahasa Latin
yaitu cultura yang berarti mengolah atau merawat.
Budaya lebih menekankan pada nilai, norma,
kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan
yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya
dalam suatu masyarakat serta praktik yang membentuk
cara hidup suatu masyarakat®°.

Selanjutnya kata perubahan adalah hal atau
keadaan yang berubah atau mengalami peralihan atau
pertukaran®'. Jika dicermati bahwa perubahan sosial
sering kali dipicu oleh peristiwa yang tidak terduga
dan tidak dapat dijelaskan oleh dinamika internal
masyarakat semata. Dari sisi lainnya bahwa interaksi
dengan masyarakat lain, perubahan lingkungan, dan
inovasi teknologi adalah beberapa contoh faktor
eksternal yang dapat memicu transformasi sosial®.

* Ppitirim Sorokin, ‘Social and Cultural Dynamics: A
Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and
Social Relationships’, Routledge, 1985,
https://doi.org/10.4324/9781315129433.

°1 TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 1577.

2 Anthony D. Smith, ‘The Concept of Social Change
(Routledge Revivals): A Critique of the Functionalist Theory of
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Jika sosial budaya dan perubahan hukum
dikaitkan dengan ushul figh maka terdapat satu teori
ushul figh yang relevan yaitu al-‘urf. Al-‘urf adalah
suatu kebiasaan yang dipandang baik>® dan dilakukan
secara berturut-turut>™ atau sebagai adat yang mesti
dipelihara. Al-‘urf adalah apa saja yang dikenal
manusia dan mereka tetap memberlakukannya baik
berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu peninggalan
dan ia disebut sebagai adat®. Al-‘urf terbagi kepada
beberapa macam. Dilihat dari ruang lingkup
penggunaannya al- ‘urf  dibagi kepada ‘urf al-‘amm
(umum dan sudah dikenal) dan ‘urf al-khas (hanya
dilakukan di suatu daerah). Dilihat dari segi objeknya
al- ‘urf'terbagi kepada ‘urf al-qauli (perkataan) dan ‘urf
al-fi ~ (perbuatan)®®.

Hal yang paling krusial bahwa di dalam al- ‘urf
ada yang disebut ‘urf as-sahih dan ‘urf al-fasid. ‘Urf
as-sahih adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang tidak
bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan
yang diharamkan dan tidak pula membatalkan yang

Social Change’, Routledge, 1973,
https://doi.org/10.4324/9780203851678.

%% Az-Zuhaili, Usul Al-Figh Al-Islami, 2001, 11:829.

* Sufi Hasan Abu Talib, Tatbigq Asy-Syari’ah Al-
Islamiyah Fi Al-Bilad Al-’Arabiyah (Kairo, Mesir: Dar an-Nahdah
al-’Arabiyah, 2001), 200.

> Khallaf, ‘7Im Usul Al-Figh, 89; *Abd al-Karim Zaidan,
Al-Wajiz Fi Usul Al-Figh (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1987),
252,

% Muhammad Sulaiman *Abdullah Al-Asygar, Al-Wadih
Fi Usul Al-Figh Lil Mubtadi’in (Yordania: Dar an-Nafa’is, 2004),
154,
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diwajibkan®’. Contoh ‘urf as-sahih seperti maarak
pangantin yaitu membawa secara beramai-ramai
mempelai  laki-laki menuju rumah  mempelai
perempuan yang biasanya diiringi dengan kesenian
sinoman hadrah atau kesenian kuda gipang. Disebut
‘urf as-sahih karena tidak ada ketentuan Allah dan
Nabi yang dilanggarnya dan yang dilakukan pun masih
tampak sejalan dengan ketentuan Islam sehingga
kebiasaan ini diterima dalam Islam.

Adapun ‘urf al-fasid adalah kebiasaan atau
tradisi yang bertentangan dengan syarak atau
menghalalkan yang diharamkan bahkan membatalkan
yang diwajibkan. Contohnya berjudi untuk merayakan
suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan
minuman yang diharamkan, atau hal-hal lainnya yang
tidak sejalan dengan hukum®®. Termasuk juga dalam
kategori ‘urf al-fasid jika kebiasaan itu bertentangan
dengan undang-undang negara dan sopan santun.

Adapun berkaitan dengan perubahan, di dalam
tubuh al- ‘urf sebenarnya mengandung makna adanya
perubahan. Hal ini dapat dibuktikan sendiri dari
kaidah-kaidah figh yang dibangun berdasarkan al- ‘urf.
Beberapa kaidah terkait al- ‘urf'adalah:

[T o
s BT (1

“Adat kebiasaan itu dapat dijadikan pedoman
penetapan hukum”

" Muhammad Abu Zahrah, Usul Al-Figh (Kairo: Dar al-
Fikr al-’ Arabi, 1958), 274-77.

%8 Khallaf, ‘IIm Usul Al-Figh, 89.

% Jalal ad-Din *Abd ar-Rahman As-Suyufi, Al-Asybah
Wa an-Naza’ir Fi Qawa’id Wa Furu’ Figh Asy-Syafi’ivah (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 89.
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L daall g B L sl
“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah

hujjan  (alasan/argumen/dalil)  yang  wajib
diamalkan”

%jhﬂ\‘ﬁjwi\sb\ﬁo%m&i@.«l 4;3”&5(3

ol ) 4
“Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara
mutlak dan tidak ada pembatasannya baik dalam
syarak atau dalam aturan bahasa maka
ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan
(‘urf)”

%2 115335 2SGYl5 &y rKA w6 KLY @

“tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan
perubahan zaman dan tempat”

Jj}y 4&6}} MJ M\@;%jdﬂj‘; (5
» sty el

% 1brahim Muhammad Mahmid Al-Harifi, Al-Madkhal
lla’ Al-Qawa’id Al-Fighiyah Al-Kulliyah (Amman, Urdun, 1998),
111.

8 Duski lbrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Kaidah-
Kaidah Figih) (Palembang, Indonesia: Noerfikri, 2019), 93;
Helim, Kaidah-Kaidah Fikih:  Sejarah, Konsep, Dan
Implementasi, 183.

- 82 Mustafa Ahmad Az-Zarga, Al-Madkhal Al-Figh Al-
‘Am: Ikhraj Jadid (Beirut, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), 1009.

8 >Abd al-Majid Jum’ah al-Jaza’iri Abl ’Abd Ar-
Rahman, Al-Qawa’id Al-Fighiyah Al-Mustakhrajah Min Kitab
I’lam Al-Muwagqqi’in (Dar ibn al-Qayyim, 2007), 373.
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“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya bisa
disebabkan perubahan zaman, tempat, situasi dan
kondisi, niat dan adat istiadat”

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa al-
‘urf terbuka dengan segala perubahan dan tidak
menutup diri dengan segala kemungkinan yang
menyebabkannya mengalami perubahan atau berbeda
dari yang lainnya. Begitu juga melalui kaidah-kaidah
di atas al- ‘urf menunjukkan bahwa ia bukan sebuah
teori usang yang tidak update dengan zaman. la justru
menunjukkan bahwa ia dapat menyesuaikan dengan
segala zaman. Oleh karena itu jika suatu hukum dikaji
melalui al- ‘urf khususnya terkait dengan sosial budaya
dan perubahan maka hasil kajian al- ‘urf diyakini selalu
relevan dengan zaman, selama ia sejalan dengan teori
al- ‘urf.

Sebenarnya cukup dengan teori al- ‘urf sudah
dapat dilakukan untuk mempelajari perilaku dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat di suatu daerah.
Alasannya karena di dalam al-‘urf ada dimensi-
dimensi sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan.
Bahkan dapat dikatakan bahwa teori sosial, budaya
(adat istiadat) dan perubahan adalah bagian dari al-
‘urf. Disebut seperti ini karena di dalam al- ‘urf
mengandung unsur-unsur sosial dan budaya. Selain itu
sebagaimana pada teori-teori sebelumnya bahwa
peradaban Islam atau ushul figh lebih dahulu daripada
teori-teori sosial dan budaya sehingga posisi al- ‘urf di
sini adalah sebagai yang memberikan inspirasi.

Dengan demikian, tanpa teori yang lain pun al-
‘urf dapat mengkaji dan menganalisis persoalan-
persoalan  hukum  yang relevan.  Kalaupun
menggunakan teori-teori sosial atau antropologi tidak
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lain sebagai bentuk sinergi keilmuan. Selain itu, kalau
pun di suatu saat al- ‘urf diartikan dengan redaksi yang
mengarah pada sosial atau budaya, bukan berarti al-
‘urf mengekor tetapi semata-mata sebagai integrasi
juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang al- ‘urf.

5. Aturan Peralihan, Asas Praduga Tak Bersalah
dan al-Istishab

Aturan peralihan disebut juga hukum transisi,
hukum antar waktu atau hukum intertemporal. Disebut
demikian karena di dalam aturan peralihan ini ada
peralihan dari hukum lama kepada hukum baru.
Selama belum ada perubahan terhadap hukum yang
telah berlaku, maka hukum vyang lama tetap
diberlakukan. Hal ini merupakan kebijakan strategis
negara ketika terjadinya transisi antar aturan agar tidak
mengalami kekosongan hukum®.

Bunyi aturan peralihan ini dapat dilihat di
setiap undang-undang di negara ini. Salah satunya
pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis pada
pasal | bahwa “Segala peraturan perundang-undangan
yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.®®

Di salah satu teori ushul figh ada teori al-
istishab. Al-istishab adalah berpegang dengan dalil agli
dan dalil syar yang disertai dengan ilmu setelah

% Akhmad Khalimy, ‘Makna Aturan Peralihan Sebagai
Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial
Ke Hukum Nasional)’, Jurnal Hukum Progresif 8, no. 2 (2020):
126, https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.i.

®https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945 Perub
ahan.pdf
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melakukan penelitian tentang tidak adanya dalil yang
mengubah hukum yang telah ada®®. Maksudnya apa-
apa yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya, tetap
berlaku pada masa akan datang sampai ada yang
mengubahnya®’. Oleh Kkarena itu al-istishab juga
disebut “membuat tetap terus menerus apa yang telah
ditetapkan sampai ada yang merubahnya dan
meniadakan apa yang memang tidak ada pada masa
sebelumnya sampai ada yang merubahnya juga”®®.
Dalam salah satu kaidah disebutkan:

6952;:{\.& k:/i:) do- um L}é /K(A G«L@ J@ay/

“Hukum asal sesuatu yang telah ditetapkan
sebelumnya tetap berlaku sampai ada ketetapan
lain yang mengubahnya”

Jika al-istishab ini dikaitkan dengan makna
aturan peralihan maka ditemukan keserupaan makna.
Kesamaan ini menimbulkan berbagai pertanyaan,
mana yang lebih dahulu, apakah aturan peralihan yang
lebih dahulu atau al-istishab atau bahkan hanya
kebetulan.

Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan
secara pasti. Namun jika melihat dari indikasi-indikasi
yang ada sepertinya aturan peralihan terinspirasi dari

% Al-Gazali, Al-Mustasfa Fi ‘//m Al-Usul, 160.

¢ Asy-Syaukani, Irsyad Al-Fuhul lla Tahgigq Al-Haqq
Min ‘Ilm AI-Usul, 352.

% Abi ’Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyib
al-Ma’ru lbn Qayyim Al-Jauziyyah, I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an
Rabb Al-‘4lamin, vol. 3 (Jeddah, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi,
1423), 100.

% Zain ad-din ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Nujaim,
Al-Asybah Wa an-Naza’ir ’ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nu’man
(Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-‘IImiyah, 1999), 70.
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al-istishab. Salah satu bukti yang nyata adalah dilihat
dari sejarah bahwa peradaban Islam sudah lama hadir
sebelum masuk ke nusantara Indonesia ini. Jika hal ini
dapat diterima tampaknya mesti diakui bahwa
kontribusi teori al-istishab sangat besar dalam
memperkuat dan menjiwai berbagai peraturan di
Indonesia ini.

Selain itu fungsi al-istishab ini sangat serupa
juga dengan istilah asas praduga tak bersalah. Setiap
orang Yyang berperkara diposisikan tidak bersalah
sebelum ditemukan bukti. Hal ini karena setia
manusia memiliki hak terbebas dari segala tuntutan’.
Model asas praduga tak bersalah ini terdapat dalam
salah satu kaidah: .

a5 LY

“Hukum asal (pada manusia) adalah bebasnya

seseorang dari tanggung jawab”

Maksudnya setiap orang tidak dapat dikatakan
bersalah jika tidak ditemukan bukti yang menyatakan
dirinya bersalah. la baru bersalah ketika sudah
ditemukan bukti yang memperkuat dugaan bahwa
seseorang itu bersalah.

Jika seperti di atas makna dari asas praduga tak
bersalah, maka kembali lagi dinyatakan bahwa al-
istishab tidak hanya memberikan inspirasi pada aturan
peralihan tetapi juga pada asas praduga tak bersalah.

0 Aristo Pangaribuan, ‘Paradoks Asas Praduga Tak
Bersalah’, Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial
Kemasyarakat 16, no. 2 (2016), https://doi.org/10.30631/al-
risalah.v16i02.306.

™ > Abdullah ibn Sa’id Al-Lahji, Idah Al-Qawa’id Al-
Fighiyah (Kuwait: Dar ad-Diya’, 2013), 52.
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Peran dari al-istishab ini tampaknya tidak diragukan
lagi yaitu sebagai penginspirasi. Justru yang lebih
meyakinkan bahwa al-istishab memberikan inspirasi
hingga munculnya teori-teori lain. Hal ini sejalan
dengan salah satu kaidah al-istishab sendiri yaitu: 5

U

“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan
adanya keraguan”

Maksudnya jika sebelumnya masih diragukan
apakah al-istishab yang memberikan inspirasi atau
tidak, tetapi setelah melihat indikasi-indikasi yang kuat
itu sepertinya sudah meyakinkan dan dapat
dipertanggungjawabkan bahwa al-istishab benar
memberikan inspirasi terhadap aturan peralihan dan
asas praduga tak bersalah.

6. Yurisprudensi dan Qaul as-Sahabi
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber
hukum yang diakui dalam hukum Indonesia”. Jika
dilihat dari urutannya posisi yurisprudensi berada di
bagian tengah di antara sumber hukum Indonesia.
Urutan tersebut adalah (1. nilai-nilai konstitusi yang
tidak tertulis; (2. Undang-undang dasar baik
pembukaannya maupun pasal-pasalnya; (3. Peraturan
perundang-undangan tertulis; (4. Yurisprudensi

2 As-Suyiifi, Al-Asybah Wa an-Nazair FT Qawa'id Wa
Furu” Figh Asy-Syafi’iyah, 50.

° Pratiwi Hozeng, Fajar Sugianto, and Sekar Wiji
Rahayu, ‘Interpolasi Yurisprudensi Terapeutik Dengan Problem
Solving Cour Dalam Perluasan Makna Keadilan Restoratif’, DiH:
Jurnal llmu  Hukum 17, no. 1  (2021): 27,
https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4155.
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peradilan; (5. Konvensi ketatanegaraan (constitutional
conventions); (6. Doktrin ilmu hukum yang telah
menjadi ius commisionis opinio doctorum; (7. Hukum
internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku
sebagai hukum kebiasaan internasional .

Dalam hukum Eropa Kontinental yurisprudensi
merupakan putusan pengadilan yang menjadi referensi
dan pedoman bagi hakim selanjutnya atau di bawahnya
dalam memberikan putusan. Model hukum seperti ini
diikuti dan diterapkan dalam hukum Indonesia yang
memahami bahwa yurisprudensi adalah “putusan
hakim dalam perkara yang tidak diatur oleh undang-
undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi
hakim lain yang menangani perkara yang serupa”".

Berarti yurisprudensi ini di samping sebagai
putusan juga menjadi salah satu sumber hukum di
Indonesia. Yurisprudensi berupa putusan
berkedudukan sebagai produk ijtihad para hakim.
Kemudian putusan (produk) ini dipedomani para
hakim selanjutnya dan akhirnya menjadi salah satu
sumber hukum ketika hakim-hakim memutuskan
perkara yang serupa.

Di dalam ushul figh ada satu teori yang relevan
dengan yurisprudensi yaitu qaul as-sahabi yakni
perkataan atau pendapat sahabat Rasulullah saw
tentang suatu persoalan hukum yang sebelumnya tidak

™ Enrico Simanjuntak, ‘Peran Yurisprudensi Dalam

Sistem Hukum Di Indonesia’, Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019):
86, https://doi.org/10.31078/jk1615.

™ Adi Rizki Permana, ‘Peranan Yurisprudensi Dalam
Membangung Hukum Nasional Di Indonesia’, Khazanah
Multidisplin 2, no. 2 (2021): 73,
https://doi.org/https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/KI.
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dijelaskan  Rasulullah. Pendapat sahabat yang
dimaksudkan di sini adalah pendapat atau fatwa
perorangan dari sahabat nabi, bukan fatwa yang
berdasarkan ijma“ a/-sahabi. Sahabat itu sendiri adalah
setiap orang yang bertemu Rasulullah saw, beriman
kepadanya, mengikutinya, hidup bersamanya dalam
jangka waktu yang panjang serta meninggal dunia
dalam keadaan Islam, fatwa-fatwa sahabat ini pun
menjadi rujukan generasi sesudahnya’®.

Sebagian ulama memposisikan teori gaul as-
sahabi cukup tinggi yaitu di atas teori al-giyas karena
qaul as-sahabi setara dengan khabar’’ al-ahad’.
Selama masih ada pendapat sahabat dan relevan maka
pendapat tersebut yang digunakan’. Namun ada juga
memposisikan gaul as-sahabi di bawah al-giyas.
Alasannya karena para sahabat manusia biasa sehingga
berpotensi melakukan kesalahan. Oleh karena itu tidak
harus terikat dengan pendapat sahabat™.

Terlepas dari perbedaan penempatan qaul as-
sahabi, tetapi yang jelas semua ulama ushul figh
mengetahui bahwa gaul as-sahabi bagian atau teori
ushul figh. Selanjutnya pendapat-pendapat sahabat ini
pun terkumpul yang akhirnya menjadi kumpulan
pendapat sahabat atau kumpulan fatwa sahabat.

'8 Zaidan, Al-Wajiz Fi' Usul Al-Figh, 260.

" Muhammad ’Ajaj Al-Khafib, Usul Al-Hadis Ulumuh
Wa Mastalahuh (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1989), 28.

® Mahmid At-Tahhan, Taisir Mustalah Al-Hadis
(Singapura-Jeddah-Indonesia: al-Harmain, 1985), 22.

" Mallah, Al-Fatwa: Nasy’atuha Wa Tatawwuruha—
Usuluha Wa Tatbigatuha, 2:520.

8 > ATi Hasballah, Usul At-Tasyri” Al-Islami (Kairo: Dar
al-Fikr al-‘Arabi, 1997), 65.
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Kumpulan fatwa ini kemudian menjadi rujukan
generasi sesudahnya, termasuk rujukan para ulama
pembangun mazhab.

Dengan demikian qaul as-sahabi dan
yurisprudensi adalah sama-sama kumpulan yakni
kumpulan pendapat sahabat dan kumpulan ketetapan
atau putusan hakim. Oleh karena itu gqaul as-sahabi ini
di samping sebagai teori, kaidah, dalil atau metode
penetapan hukum juga sebagai sumber hukum.

Qaul as-sahabi dan yurisprudensi (khususnya
gaul as-sahabi) yang berkedudukan sebagai sumber
rujukan sepertinya menginspirasi Nahdlatul Ulama
untuk memperkenalkan metode qauli®. Metode qauli
adalah cara menjawab permasalahan hukum di masa
sekarang dengan cara mencari pendapat-pendapat
ulama termasuk sahabat yang terdapat di berbagai
kitab yang kemudian dijelaskan sebagai jawaban
terhadap permasalahan hukum Islam (agama)®”. Lebih
ringkasnya menjawab persoalan hukum berdasarkan
pendapat ulama terdahulu®,

Qaul as-sahabi dan yurisprudensi yang
berkedudukan sebagai pedoman untuk menetapkan
atau memutuskan persoalan hukum yang serupa

8 Abdul Helim, Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama
Banjar Kontemporer: Akad Nikah Tidak Tercatat, Poligami,
Cerai Di Luar Pengadilan Dan Nikah Di Masa Idah (Malang:
Inteleginsia Media, 2018), 183, http://digilib.iain-
palangkaraya.ac.id/1420/.

8 Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan NU (Surabaya:
PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 118.

8 Abdul Helim, ‘Hamka’s Legal Methodology on Hisab
—Ru’yah in His Book “Saya Kembali Ke Ru’yah™’, Juris (Jurnal
IImiah Syariah) 23, no. 2 (2024): 219,
https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11952.
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maksudnya diterapkan pada permasalahan atau perkara
yang berbeda. Permasalahan atau perkara hukum yang
baru ini berbeda dengan permasalahan atau perkara
hukum vyang terdapat pada gaul as-sahabi dan
yurisprudensi  tetapi memiliki keserupaan motif
sehingga status hukumnya pun disamakan.

Model seperti ini mirip dengan cara kerja teori
al-giyas, tetapi tidak dapat atau tidak boleh masuk
menjadi kajian al-giyas karena asl-nya yang berbeda.
Oleh karena itu untuk menyiasati hal ini atau agar
pendapat hukum yang dikemukakan tidak terlepas
pemikiran ulama terdahulu maka Nahdlatul Ulama pun
mengemukakan teori ilhaqi. Cara kerja teori ilhaqi
adalah peristiwa hukum yang baru terjadi di
masyarakat disamakan hukumnya dengan peristiwa
hukum yang terdapat dalam Kkitab-kitab terdahulu
karena adanya keserupaan sebab, motif, sifat atau
kasus®*.

Dari sini dapat dilihat pertemuan ilmu
pengetahuan  khususnya qaul as-sahabi  dan
yurisprudensi yang kemudian ditambah dengan metode
gauli dan ilhagi yang menunjukkan bahwa gaul as-
sahabi adalah teori yang mapan. Kendatipun harus
diakui adanya perbedaan pendapat di antara ulama
tetapi qaul as-sahabi sepertinya dapat memberikan
inspirasi kepada keilmuan lain untuk beradaptasi yang
kemudian berkembang sesuai dengan konsep keilmuan
yang melekat padanya. Jelasnya qaul as-sahabi
memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan
hukum Islam dan juga keilmuan lain.

8 Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, 367.
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C. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan

terhadap beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa
ushul figh adalah ilmu yang menginspirasi munculnya
keilmuan lain. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut

1.

Konsensus (consensus bahasa Latin) dan al-ijma“
memiliki persamaan makna yakni kesepakatan.
Namun al-ijma“ (Islam 622 M) lebih dahulu
digunakan daripada konsensus (abad 17 M)
sehingga al-ijma“ yang tampaknya menginspirasi;

Analogi (ana dan logos bahasa Yunani, analogia
bahasa Latin) dan al-giyas sama-sama bermakna
persamaan atau menyamakan. Namun dari hasil
kajian yang dilakukan bahwa al-giyas yang
memberikan inspirasi karena analogi populer
tahun 1220 M, sementara peradaban Islam dimulai
tahun 622 M;

Asas manfaat dan al-istihsan, al-maslahah serta
magasid asy-syari‘ah sama-sama maknanya
bermuara pada manfaat atau maslahat yang
berbuah kemaslahatan. Namun kata asas dan
manfaat diserap dari bahasa Arab sehingga hampir
dipastikan al-istihsan, al-maslahah dan magasid
asy-syari‘ah adalah yang menginspirasi;

Sosial (socius bahasa Latin), budaya (cultura
bahasa Latin), perubahan hukum dan al-‘urf
memiliki makna yang saling berhubungan. Bahkan
di dalam al-‘urf mengandung makna sosial
(kemasyarakatan), budaya (kebiasaan atau tradisi)
juga mengandung makna perubahan (dilihat dari
kaidah-kaidah al- ‘urf). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa sosial, budaya dan perubahan
hukum merupakan bagian dari teori al- ‘urf;
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5. Aturan peralihan memiliki makna yang sama
dengan al-istishab yakni suatu hukum yang telah
ada —atau tidak ada hukum- tetap berlaku sampai
adanya hukum lain yang merubahnya. Dilihat dari
siapa yang lebih dahulu muncul, tampaknya al-
istishab yang lebih dahulu, bahkan aturan
peralihan sulit jika tidak disebut sebagai copy
paste teori al-istishab. Selanjutnya terkait asas
praduga tak bersalah bahwa seseorang tidak dapat
disebut bersalah sebelum ditemukannya bukti ia
bersalah. Makna ini sangat sejalan dengan
beberapa kaidah dari teori al-istishab seperti JiaYi
aa) 85 Jika demikian maka al-istishab juga
menginspirasi asas praduga tak bersalah;

6. Yurisprudensi dan gaul as-sahabi adalah sama-
sama kumpulan yakni kumpulan ketetapan atau
putusan hakim dan kumpulan pendapat sahabat
Nabi secara pribadi. Perbedaannya yurisprudensi
berawal sebagai produk kemudian menjadi sumber
hukum bagi hakim selanjutnya, sementara qaul as-
sahabi berawal sebagai produk dan kemudian
menjadi referensi ulama (masyarakat) selanjutnya
juga sebagai teori, kaidah, dalil atau metode
penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan
bahwa qgaul as-sahabi sepertinya lebih operasional
dan kontributif.
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